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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah 

terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah 

memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Periode 2019-2022. Jumlah pengeluaran setiap daerah 

berbeda – beda sesuai dengan besarnya daerah dan kebutuhan daerah. Data diolah dengan menggunakan regresi data panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera. 

 

Kata kunci: Belanja Modal; Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan Daerah. 

 
Abstract. This research aims to determine the influence of capital expenditure, balancing funds and local original income on regional 

financial performance. The population in this research is 33 Regencies/Cities in North Sumatra Province which have data on the 

realization of the Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2019-2022 period. The amount of expenditure for each region 

varies according to the size of region and regoinal needs. The data is processed using panel data regression. The result of the research show 

that capital expenditure has a positive and significant effect on regional financial performance, balancing funds have a negative and 

significant effect on regional financial performance,, and local original income has a positive and significant effect on regional financial 

performance in Sumatera Utara Province. 
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Pendahuluan 
 
Kapasitas keuangan daerah merupakan elemen 
penting dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah dan menjadi indikator utama untuk 
menilai kemampuan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan tugas-tugas otonominya. 
Otonomi daerah adalah upaya dari pemerintah 
pusat untuk memberikan hak dan wewenang 
kepada pemerintah daerah dalam mengelola 
pembangunan serta meningkatkan kemandirian 
daerah guna mengurangi ketergantungan 
terhadap pemerintah pusat. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 2, 
dijelaskan bahwa "Pemerintah daerah mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". 
Selain itu, Undang-Undang tersebut juga 
merinci tujuan otonomi daerah yang tercantum 
dalam tiga ayat, yaitu: "Menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah, dengan tujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah." 
Pembangunan daerah yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas 
kinerja daerah. Hal ini terkait erat dengan 
pengukuran kinerja keuangan daerah, baik 
dalam hal pengelolaan keuangan maupun aspek 
lainnya (Arfan et al., 2023). 
 
Pemerintah daerah memerlukan tenaga ahli 
dalam pengelolaan keuangan daerah agar 
pengelolaan sumber daya yang ada dapat 
berjalan dengan efektif. Pengelolaan keuangan 
daerah yang optimal adalah kunci keberhasilan 
pembangunan serta penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Kemampuan daerah 
dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta 
merealisasikan berbagai program pembangunan 
sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam 
mengelola potensi kekayaan daerahnya (Nadia 
Febrianty et al., 2023). Menurut Novita dan 
Arza (2024), penerapan rasio keuangan pada 
APBD merupakan salah satu metode untuk 
menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat 
mengelola keuangan secara efektif. Penggunaan 
rasio ini untuk mengukur tingkat kemandirian 
ekonomi daerah juga mencerminkan praktik 
pengelolaan perekonomian yang transparan, 
akuntabel, dan bertanggung jawab. Rasio 

kemandirian keuangan daerah menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah untuk 
membiayai kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio 
ini dihitung dengan membandingkan jumlah 
pendapatan asli daerah (PAD) dengan total 
pendapatan daerah, yang mencakup bantuan 
dari pemerintah pusat atau pinjaman. Semakin 
tinggi nilai rasio, semakin baik kemampuan 
daerah dalam mencapai target pendapatan.  
 
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 
fenomena yang menarik terkait dengan 
beberapa variabel penting yang berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan daerah, seperti belanja 
modal, dana perimbangan, dan PAD. Realisasi 
pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara mengalami penurunan, dari 13,07 triliun 
rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,01 triliun 
rupiah pada tahun 2022. Penurunan ini juga 
berdampak pada penurunan kapasitas daerah 
dalam menghasilkan PAD sebesar 7,53 persen 
pada tahun 2020. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh berkurangnya daya beli 
masyarakat (Rizky et al., 2023) dan dampak dari 
pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, belanja 
modal juga mengalami penurunan sebesar 
22,2% dibandingkan dengan 2019. Penurunan 
ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 
bencana alam dan penurunan daya beli 
masyarakat.  
 
Pada tahun 2022, belanja modal menunjukkan 
peningkatan sebesar 55,62% dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Fenomena yang 
serupa juga terjadi di provinsi-provinsi lain di 
Pulau Sumatera, yang menunjukkan bahwa 
pengelolaan perekonomian daerah perlu 
dilakukan secara cermat dan terencana. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera 
Utara dengan memperhatikan pengaruh belanja 
modal, dana perimbangan, dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), baik secara parsial maupun 
simultan. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap kemakmuran 
ekonomi di Provinsi Sumatera Utara serta 
menjadi referensi bagi studi lebih lanjut dalam 
bidang yang sama. 
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Tinjauan Literatur 
 
Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan dan 
program yang berkaitan dengan penggunaan 
anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif 
dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan kinerja 
keuangan pemerintah daerah mengacu pada 
pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan 
daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD 
(Pendapatan Asli Daerah), dengan 
menggunakan indikator keuangan yang sudah 
ditetapkan berdasarkan politik atau hukum 
(Ramadana et al., 2023). Kinerja keuangan dapat 
diukur dengan berbagai cara, namun ada 
beberapa indikator umum yang digunakan: 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan 
pemerintah, belanja pemerintah, anggaran 
defisit/surplus, dan utang pemerintah. Perlu 
diingat bahwa kinerja keuangan tidak hanya 
ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga 
oleh faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, 
evaluasi terhadap kegiatan perekonomian 
daerah harus dilakukan dengan komprehensif 
dan holistik. 
 
Belanja Modal 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran 
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 
yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Menurut Peraturan Perundang–
Undangan Nomor 71 Tahun 2010, "Belanja 
modal merupakan belanja yang manfaatnya 
melebihi satu tahun anggaran dan menambah 
aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya 
menambah belanja rutin, seperti biaya 
pemeliharaan kelompok belanja administrasi 
umum”. Belanja modal digunakan untuk 
membeli aset tetap pemerintah daerah, seperti 
peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. 
Cara mendapatkan biaya modal, bila membeli 
dengan cara lelang atau tender. Real estate yang 
dimiliki oleh pemerintah kota sebagai hasil 
investasi merupakan prasyarat utama bagi 
penyediaan pelayanan publik. Dalam APBD, 
pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk 
peningkatan aset tetap dalam bentuk anggaran 
investasi. Setiap tahun, pemerintah kota 
memperoleh aset tetap sesuai dengan prioritas 
anggaran dan layanan publik dengan implikasi 
keuangan jangka panjang (Hardi, 2019). 
 

Dana Perimbangan 
Menurut Undang–Undang Nomor 33 Tahun 
2004, dana perimbangan adalah dana yang 
berasal dari pendapatan APBN yang telah 
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 
kebutuhan daerah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan desentralisasi. Adapun tujuan dari 
dana perimbangan untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Perimbangan antara 
pemerintah pusat dan daerah adalah sistem 
pembagian keuangan yang adil, proporsional, 
demokratis, transparan, dan efisien (Padang & 
Padang, 2024). 
 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 
diterima daerah atas pelaksanaan kegiatan 
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, 
serta pemanfaatan sumber daya daerah yang 
dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini 
sering dijadikan sebagai peningkatan indikator 
kemajuan suatu daerah. PAD yang besar dapat 
menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin 
maju (Mailindra, 2022). Dalam pelaksanaan 
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki 
kewajiban melakukan pengeluaran dalam 
bentuk belanja daerah. Salah satu belanja daerah 
yang penting yaitu belanja modal, yang memiliki 
sifat produktif dan dapat memberikan manfaat 
dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. 
Penggunaan belanja modal yang efektif dapat 
menciptakan peluang lebih baik untuk 
memaksimalkan potensi pendapatan daerah 
guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. 
Karlinda et al., (2021) berpendapat bahwa 
pengelolaan yang tepat akan meningkatkan 
pelayanan publik dan hasil kinerja keuangan 
yang baik. Dapat dikatakan bahwa belanja 
modal pemerintah daerah memiliki pengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan. 
 
Dana perimbangan merupakan implementasi 
prinsip perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana 
perimbangan memegang peran penting dalam 
mengelola keuangan daerah. Tidak semua 
daerah memiliki potensi yang sama untuk 
memaksimalkan pendapatan asli daerah. Oleh 
karena itu, dana perimbangan dapat menjadi 
sumber pendapatan tambahan bagi daerah. 
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Prastiwi & Aji (2020) berpendapat bahwa dana 
perimbangan memiliki peran penting dalam 
menentukan kesuksesan pemerintah daerah 
dengan mempengaruhi kinerja keuangan 
mereka, yang dapat menyebabkan menurunnya 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana 
perimbangan berpengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, yang 
berarti semakin besar transfer dana 
perimbangan yang diterima dari pemerintah 
pusat, maka semakin kuat pemerintah daerah 
bergantung kepada pemerintah pusat untuk 
memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan 
asli daerah bersifat khusus dan tidak memiliki 
nilai yang sama, karena bergantung pada 
kondisi karakteristik masing-masing daerah. 
 
Pendapatan asli daerah merujuk pada 
penerimaan yang dikumpulkan dari daerah 
sesuai dengan hukum dan peraturan yang 
berlaku, termasuk retribusi daerah, pajak 
daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. 
Pemerintah daerah yang berhasil dalam 
mengelola keuangan dapat mencerminkan 
peningkatan kinerja keuangan, pembiayaan 
usaha, dan pembangunan daerah, sehingga 
mengurangi ketergantungan biaya pemerintah 
pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol 
terhadap tata kelola keuangan yang diterapkan 
pemerintah daerah (Novita & Arza, 2024). 
Studi yang dilakukan Budianto & Alexander 
(2016) dan Lathifa & Haryanto (2019) 
mempengaruhi kondisi keuangan daerah secara 
positif melalui pendapatan daerah. 
 
 

Metodologi Penelitian 
 
Objek dan Sampel Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam studi 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder. Penelitian 
kuantitatif merupakan jenis penelitian yang 
menganalisis data yang telah dikumpulkan 
melalui pengukuran, menggunakan statistik dan 
angka. Populasi dalam penelitian ini adalah 
objek penelitian yang terdiri dari wilayah 
tertentu yang memiliki sifat-sifat yang 
ditentukan oleh peneliti, dan dari situlah 
penelitian dan kesimpulan diambil (Sugiyono, 
2017). Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan penyebab satu atau lebih masalah 

dan untuk menguji hipotesis yang telah 
dikembangkan berdasarkan hasil penelitian 
terdahulu. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan 
(http://www.djpk.depkeu.go.id), Departemen 
Keuangan, dan Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sumatera Utara.  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 
pada periode 2019 hingga 2022. Jumlah data 
yang digunakan adalah 33 kabupaten/kota dikali 
4 tahun, sehingga menghasilkan total 132 data. 
Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Panel OLS atau Model 
Pooled OLS, yaitu metode regresi yang 
menerapkan Ordinary Least Squares pada data 
panel. Model ini mengasumsikan bahwa semua 
entitas dalam kumpulan data memiliki 
karakteristik dasar yang sama, dengan periode 
penelitian dimulai dari tahun 2019 hingga 2022. 
Berikut adalah persamaan yang digunakan: 
  

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ei 
 
Dimana: 
t        : Tahun 
Y      : Kinerja Keuangan Daerah 
α       : Konstanta 
β1-2  : Koefisien Regresi 
X1     : Belanja Modal 
X2     : Dana perimbangan 
X3     : Pendapatan Asli Daerah 
e        : Error 
 
 

Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil 
Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
gambaran suatu data yang ditinjau dari nilai 
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 
(mean), dan nilai standar deviasi. Dalam 
Penelitian ini, variabel yang digunakan dalam 
perhitungan statistik deksriptif adalah nilai 
Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan 
Pendapatan Asli Daerah. Gambaran deskriptif 
disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif Berdasarkan 
Variabel BM, DP, dan PAD 

Variable BM DP PAD 

Min 24,52 26,70 23,22 

Max 28,11 28,78 28,43 

Mean 25,9087 27,5136 25,2095 

Std. 
Deviation 

,55884 ,43012 ,93989 

 
Berdasarkan tabel 1 Sejak tahun 2019-2022, 
belanja modal paling banyak sebesar 24,52 
dengan satuannya, nilai maksimum sebesar 
28,11, Rata – rata nilai Belanja Modal adalah 
25,9087 dengan standar deviasi ,55884. Dana 
Perimbangan paling banyak sebesar 26,70 
dengan satuannya, nilai maksimum sebesar 
28,78, Rata – rata nilai Dana Perimbangan 
adalah 27,5136 dengan standar deviasi ,43012. 
Pendapatan Asli Daerah paling banyak sebesar 
23,22 dengan satuannya, nilai maksimum 
sebesar 28,43, Rata – rata nilai Pendapatan Asli 
Daerah adalah 25,2095 dengan standar deviasi 
,93989. 
 
Pengujian Kelayakan Model Regresi 
Dalam penelitian ini, untuk menentukan 
apakah model estimasi Fixed Effects Model 
(FEM) dan Random Effects Model (REM) 
membentuk model regresi yang tepat, 
dilakukan beberapa pengujian, yaitu Uji Chow, 
Uji Hausman, dan Uji Multikolinearitas. Berikut 
adalah penjelasan mengenai Uji Chow, Uji 
Hausman, dan Uji Multikolinearitas yang 
dilakukan dengan menggunakan software 
EViews. 
 
Uji Chow 
Uji Chow merupakan metode statistik yang 
digunakan untuk membandingkan dua model 
regresi terpisah dengan model regresi gabungan 
yang menggabungkan kedua submodel 
tersebut. Uji Chow digunakan untuk menguji 
apakah model gabungan (yang menggabungkan 
kedua submodel) lebih baik dibandingkan 
dengan model regresi yang terpisah. 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Hasil dari Uji Chow 

 
 
Dalam Pengujian nya uji chow merupakan 
pengujian yang menggambarkan model terbaik 
antara commond effect dan model fixed effect. 
Berdasarkan hasil uji Chow pada penelitian ini 
terlihat nilai probabilitas untuk cross section chi-
square sebesar 0,0000 < 0,005 sehingga hasil 
menunjukkan bahwa Hº ditolak, artinya fixed 
effect model lebih tepat digunakan daripada 
common effect model untuk mengestimasi data 
panel. Proses Selanjutnya untuk Uji Hausman. 
 
Uji Hausman  
Uji Hausman adalah metode statistik yang 
digunakan untuk membandingkan model efek 
tetap dan efek acak dalam analisis data panel. 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kedua model. Jika uji Hausman 
menunjukkan  perbedaan yang signifikan maka 
model fixed effect dinilai lebih tepat karena 
asumsinya lebih kuat. 

 
Tabel 3. Hasil dari Uji Hausman 
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Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu uji 
husman menunjukan bahwa nilai probabilitas 
Chi-square sebesar 0,000 yang berarti nilai 
tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 
sebesar 0,0000 (0,0000 < 0,05) sehingga hasil 

penelitian ini Hº ditolak dan Hˡ diterima 
sehingga dapat disimpulkan model yang dipilih 
adalah fixed effect model. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas merupakan analisis yang 
dilakukan dalam regresi data panel dengan 
mengidentifikasi apakah terdapat hubungan 
yang kuat antara dua atau lebih variabel 
independen. Tujuan dari multikolinearitas 
adalah untuk menganalisis apakah memiliki 
masalah multikolinearitas yang dapat 
mempengaruhi keandalan hasil regresi (Sholihin 
& Anggraini,2021). Hasil uji Multikolinearitas 
yang baik ketika nilai Variance Inflation Factor 
(VIF) yaitu kurang dari 10 dan sedangkan nilai 
toleransi dengan nilai lebih dari 0,10. 

 
Tabel 3. Hasil dari Uji Multikolinearitas 

 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat 
dari gambar di atas tidak terjadi 
multikolinearitas dengan nilai VIF kurang dari 
10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. 
 
Pengujian Hipotesis 
Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan 
analisis koefisien determinasi, pengujian 
pengaruh simultan (uji F), dan pengujian 
pengaruh parsial (uji T). Nilai koefisien dari 
determinasi, uji F, dan uji T tersaji pada tabel 4.  
 
Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi Uji f, Uji t 

 

Analisis Koefisien Determinasi 
Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien determinasi 
(R-squared) sebesar R2 = 0,9881. Nilai tersebut 
dapat diartikan bahwa belanja modal dan dana 
perimbangan secara simultan mempengaruhi 
pendapatan asli daerah sebesar 98,81% sisanya 
sebesar 1,19% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 
Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F) 
Uji F bertujuan untuk menguji adanya pengaruh 
variabel bebas secara simultan terhadap variabel 
tak bebas. Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai 
Prob. (F-Statistics), yakni 0,0000 < 0,05, dapat 
disimpulkan bahwa variabel bebas Belanja 
Modal dan Dana Perimbangan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah. 
 
Persamaan Regresi Data Panel dan Uji 
Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan 
regresi linear berganda sebagai berikut: 
 

Y=0,01−0,11+0,05Y = 0,01 - 0,11 + 
0,05Y=0,01−0,11+0,05 

 
Berdasarkan Tabel diketahui hal-hal berikut: 
1) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan daerah, dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,01 dan signifikan 
dengan nilai Prob. 0,0565 < 0,05. Dengan 
demikian, Belanja Modal memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap kinerja 
keuangan daerah. Dalam hal ini, hipotesis 
pertama dalam penelitian ini diterima. 
Peningkatan Belanja Modal akan seiring 
dengan peningkatan kinerja keuangan 
daerah di kabupaten/kota Provinsi 
Sumatera Utara. Sebaliknya, penurunan 
dalam penerimaan Belanja Modal akan 
menyebabkan penurunan dalam kinerja 
keuangan daerah. Oleh karena itu, Belanja 
Modal perlu terus digali sebagai sumber 
pendanaan yang optimal, misalnya yang 
bersumber dari PAD, DAU, dan DAK, 
sehingga belanja modal dapat digunakan 
untuk membangun atau memperbaiki 
infrastruktur dan fasilitas publik. 

2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan daerah, dengan 
nilai koefisien -0,11 dan signifikan dengan 
nilai Prob. 0,0000 < 0,05. Oleh karena itu, 
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Dana Perimbangan memiliki pengaruh 
negatif yang signifikan terhadap kinerja 
keuangan daerah. Dalam hal ini, hipotesis 
kedua dalam penelitian ini diterima. 
Peningkatan Dana Perimbangan akan 
berbanding terbalik dengan kinerja 
keuangan daerah di kabupaten/kota 
Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, 
penurunan penerimaan Dana Perimbangan 
akan menyebabkan penurunan kinerja 
keuangan daerah. 

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan daerah, dengan nilai koefisien 
0,05 dan signifikan dengan nilai Prob. 
0,0000 < 0,05. Dengan demikian, PAD 
memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam 
hal ini, hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
diterima. Peningkatan PAD akan sejalan 
dengan peningkatan kinerja keuangan 
daerah di kabupaten/kota Provinsi 
Sumatera Utara. Sebaliknya, penurunan 
penerimaan PAD akan menyebabkan 
penurunan dalam kinerja keuangan daerah. 

 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis deskriptif 
menunjukkan adanya variasi pada variabel-
variabel yang digunakan untuk mengukur 
kinerja keuangan daerah, yaitu Belanja Modal 
(BM), Dana Perimbangan (DP), dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata 
belanja modal adalah 25,91 dengan standar 
deviasi yang relatif kecil, menandakan adanya 
stabilitas dalam pengelolaan belanja modal oleh 
pemerintah daerah. Untuk Dana Perimbangan, 
rata-rata nilai sebesar 27,51 dengan standar 
deviasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa 
dana perimbangan cenderung konsisten. 
Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan 
rata-rata 25,21 dan standar deviasi yang lebih 
tinggi, yang mencerminkan adanya 
ketidakpastian dalam penerimaan PAD dari 
tahun ke tahun. Temuan ini konsisten dengan 
penelitian yang menunjukkan bahwa PAD 
berperan penting dalam meningkatkan kinerja 
keuangan daerah (Prastiwi & Aji, 2020; Arfan et 
al., 2023). Pengujian kelayakan model regresi 
menunjukkan bahwa model Fixed Effects (FE) 
lebih tepat digunakan dibandingkan model 

Common Effects (CE), berdasarkan hasil Uji 
Chow yang menunjukkan probabilitas yang 
sangat kecil (0,0000 < 0,05). Selanjutnya, Uji 
Hausman juga mendukung penggunaan model 
Fixed Effects karena adanya perbedaan signifikan 
antara model tersebut dan model Random Effects 
(p-value = 0,0000). Temuan ini serupa dengan 
penelitian Mahendra & Barus (2023) yang juga 
menemukan bahwa model Fixed Effects lebih 
tepat untuk menganalisis pengaruh variabel 
terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, Uji 
Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada 
masalah multikolinearitas di antara variabel 
independen, yang berarti hasil regresi dapat 
diandalkan (Sholihin & Anggraini, 2021). Hasil 
Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa 
98,81% variabilitas kinerja keuangan daerah 
dapat dijelaskan oleh Belanja Modal dan Dana 
Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang 
sangat besar terhadap kinerja keuangan daerah, 
yang sejalan dengan temuan penelitian 
sebelumnya yang mengidentifikasi pentingnya 
Belanja Modal dan Dana Perimbangan dalam 
meningkatkan kinerja keuangan daerah (Lathifa 
& Haryanto, 2019; Budianto & Alexander, 
2016). Uji F menunjukkan bahwa secara 
simultan, Belanja Modal dan Dana 
Perimbangan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan daerah (p-value = 
0,0000 < 0,05). 
 
Pada pengujian pengaruh parsial, hasil regresi 
menunjukkan bahwa Belanja Modal 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan daerah, dengan nilai koefisien 0,01 
dan nilai probabilitas 0,0565. Ini berarti bahwa 
peningkatan Belanja Modal berpotensi 
meningkatkan kinerja keuangan daerah, 
terutama dalam pembangunan infrastruktur 
publik. Temuan ini mendukung penelitian yang 
mengungkapkan bahwa Belanja Modal yang 
efektif dapat memperbaiki kinerja keuangan 
daerah (Hardi, 2019; Lathifa & Haryanto, 2019). 
Di sisi lain, Dana Perimbangan memiliki 
pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 
daerah, dengan nilai koefisien -0,11 dan nilai 
probabilitas 0,0000. Peningkatan Dana 
Perimbangan justru menurunkan kinerja 
keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa 
ketergantungan yang berlebihan pada dana 
pusat dapat mengurangi kemandirian daerah 
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dalam mengelola keuangan. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, 
dengan nilai koefisien 0,05 dan nilai 
probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan 
bahwa peningkatan PAD dapat memperbaiki 
kinerja keuangan daerah, sejalan dengan 
temuan dalam literatur (Novita & Arza, 2024; 
Budianto & Alexander, 2016). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 
kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera 
Utara, perhatian perlu diberikan pada 
pengelolaan Belanja Modal yang efisien dan 
peningkatan PAD. Sementara itu, pengelolaan 
Dana Perimbangan yang lebih hati-hati juga 
perlu diperhatikan agar tidak mengurangi 
kemandirian keuangan daerah. 
 
 

Kesimpulan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, 
yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja 
modal berpotensi memperbaiki kinerja 
keuangan daerah, terutama dalam 
pembangunan infrastruktur publik. Sementara 
itu, Dana Perimbangan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
daerah, mengindikasikan bahwa ketergantungan 
yang tinggi terhadap dana pusat dapat 
mengurangi kemandirian keuangan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja keuangan daerah, yang berarti 
peningkatan PAD dapat memperbaiki kondisi 
keuangan daerah. Untuk memperkuat temuan 
ini, disarankan agar dilakukan pengujian lebih 
lanjut dengan menambahkan variabel lain, 
seperti pendapatan daerah dan belanja daerah 
lainnya, serta indikator rasio kinerja keuangan 
daerah, termasuk Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, 
Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio 
Keserasian. Selain itu, penelitian mendatang 
sebaiknya memperluas jumlah sampel atau 
menambah variabel seperti kekayaan daerah, 
dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, 
guna memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan daerah. 
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